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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari
sumber daya manusia (SDM), integritasi, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
Karena itu untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan
Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling
mendominasi satu sama lain. Selain itu untuk dapat berjalannya pola keseimbangan
pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dgn kesejahteraan yang memadai.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota DPRD. bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga
perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi,
menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan
wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah, lalu meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga
untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Bahwa dalam rangka tertib administrasi tata kelola barang milik daerah
khususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan rumah negara serta sinkronisasi
dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, didapatlah beberapa permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana dampak pemberlakuan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017?
2. Materi muatan pada perda nomor 5 atahun 2017 apa saja yang perlu disesuaikan

dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023?



BABII
PEMBAHASAN

A. Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah
mengatur bahwa hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas
kemitraan yang sejajar. Untuk itu perlu kiranya penggunaan kendaraan dinas yang
digunakan oleh Pimpinan DPRD diselaraskan dengan Kepala Daerah sebagai kendaraan
perorangan dinas agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling
mendominasi satu sama lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah
menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD
dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan
daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan
memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari
sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk
menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah
Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi
satu sama lain. peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui
keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga
stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan
pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah
perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. pengaturan tentang hak
keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan
peran dan tanggung jawab lembaga penrakilan rakyat daerah dalam rangka
mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah
dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan
mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan
kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewrrjudkan keadilan dan

kcsejahteraan.



Seiring dinamika perkembangan terkait pengaturan tentang hak keuangan dan
administrasi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan penyelarasan dengan
peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

. Analisis dan Evaluasi

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD maka perlu dilakukan penyesuaian
dalam Peraturan Darah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Lebak sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Lebak.

Materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
1 Tahun 2023 antara lain sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh
Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak
diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka
waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas. Berikut analisis
dan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Lebak
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Lebak :

Produk Hukum

Analisis dan Evaluasi

Keterangan

Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan
dan Adminstratif

Pimpinan dan Anggota

Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2017 frasa:
“kendaraan dinas jabatan”

Diubah menjadi :

“Kendaraan perorangan dinas”

Diubah Sesuai dengan
Pasal 9 ayat (2) huruf b
Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2023

Dewan Perwakilan

rakyat Kabupaten Lebak | Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (3), ayat (4), | Diubah sesuai dengan
sebagaimana  diubah | ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Daerah | ketentuan Pasal 13 ayat
dengan Peraturan | Nomor 5 Tahun 2017 diubah dengan | (1), ayat (3), ayat (4),
Daerah  Nomor 10 | melakukan perubahan pada frasa: ayat (5), ayat (6) dan
Tahun 2021 tentang | “kendaraan dinas jabatan” ayat (7) Peraturan
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Perubahan atas

Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan
dan Adminstratif
Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan

rakyat Kabupaten Lebak

Diubah menjadi : Pemerintah Nomor 1
“Kendaraan perorangan dinas” Tahun 2023

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 | Sesuai dengan
Tahun 2017 diubah dengan mengubah frasa: | ketentuan Pasal 14
“kendaraan dinas jabatan” Peraturan Pemerintah
Diubah menjadi : Nomor 1 Tahun 2023
“Kendaraan perorangan dinas”

Ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 5 | Sesuai dengan
Tahun 2017 diubah dengan mengubah frasa: | ketentuan Pasal 15

“kendaraan dinas jabatan”

Peraturan Pemerintah

Diubah menjadi: Nomor 1 Tahun 2023
“Kendaraan perorangan dinas”

Ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 5 | Sesuai dengan
Tahun 2017 diubah dengan mengubah frasa: | ketentuan Pasal 16

“kendaraan dinas jabatan”

Peraturan Pemerintah

Diubah menjadi : Nomor 1 Tahun 2023
“Kendaraan perorangan dinas”
Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah | Sesuai dengan

Nomor 10 Tahun 2021 diubah dengan
mengubah frasa:

“kendaraan dinas jabatan”

Diubah menjadi :

“Kendaraan perorangan dinas”

Ketentuan Pasal 17 ayat

(4)
Pemerintah Nomor 1

Tahun 2023

Peraturan

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)
diubah sebagai berikut :
(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang

meninggal dunia atau mengakhiri masa

jabatannya  diberikan uang jasa
pengabdian.
(2) Besaran uang jasa pengabdian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan masa jabatan

Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan

ketentuan:

Sesuai dengan

ketentuan Pasal 9 ayat

(1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023




a. masa jabatan kurang dari atau sampai
dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan
uang representasi;

b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua)
tahun, diberikan uang jasa pengabdian
sebesar 2 (dua) bulan uang
representasi;

c. masa jabatan sampai dengan 3 (tigaf
tahun, diberikan uang jasa pengabdian
sebesar 3 (tiga) bulan uang
representasi;

d. masa jabatan sampai dengan 4
(empat) tahun, diberikan uangjasa
pengabdian sebesar 4 (empat) bulan
uang representasi; dan

e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima)
tahtrn, diberikan uang jasa
pengabdian sebesar 5 (lima) bulan
atau paling banyak 6 (enam) bulan

uang representasi.

C. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lemabaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Noor 6, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Noor 20175) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 202110);



BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah
menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD
dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan
daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan
memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD maka perlu dilakukan penyesuaian
dalam Peraturan Darah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Lebak sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Lebak.

B. Rekomendasi

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Lebak sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Kabupaten Lebak perlu diubah.

KETUA TIM ANALISIS DAN EVALUASI




